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Abstrak 

Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang sangat 
penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Tidak 
semua masalah harus diselesaikan lewat persidangan atau pengadilan. Saat ini telah 
lahir penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu Alternative Dispute Resolution (ADR), 
salah satunya dengan menggunakan mediasi di mana keberpihakan seorang mediator 
tidak terjadi dalam persoalan mediasi. Mediasi mendorong para pihak untuk 
menyampaikan masalah dan kepentingan secara terbuka. Sehingga perlunya melakukan 
sosialisasi  Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Litigasi dan Non Litigasi di Desa Patila 
untuk mendorong para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan pertarungan yang 
harus dimenangkan tetapi diselesaikan, mendengar, mencatat dan mengajukan 
pertanyaan, membantu para pihak mencapai titik temu dan prosedur dalam 
penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi yaitu adanya pengaduan oleh 
para pihak yang bersengketa ke Kantor Pertanahan dan melewati proses menelaah, 
negoisasi akhir, kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis, sedangkan yang 
tidak mencapai kata sepakat maka para pihak mempunyai hak untuk mengajukan 
permasalahan sengketa tersebut ke pengadilan.    

Kata Kunci: sosialisasi, penyelesaian sengeketa tanah, litigasi dan non litigasi 

Abstract 
The occurrence of land disputes can be attributed to the fact that land occupies a pivotal 

position in this regard, whereby it can serve to demonstrate the independence and sovereignty of 
its owner. It is not always necessary to resolve disputes through the judicial process. At the present 
time, a new form of dispute resolution has emerged, namely Alternative Dispute Resolution (ADR). 
One such method is mediation, whereby the mediator does not take a partisan stance on the issues 
under discussion. Mediation encourages the open communication of problems and interests 
between the parties involved. It is therefore necessary to socialise the resolution of land disputes in 
Patila Village through both litigation and non-litigation. This should encourage the parties to 
realise that disputes are not fights that must be won but resolved. The aim is to help the parties 
reach common ground and to facilitate the procedures for resolving land disputes through 
mediation. This will involve a complaint by the parties to the dispute to the Land Office and a 
process of reviewing, final negotiation and an agreement set out in a written agreement. However, 
if the parties are unable to reach an agreement, they have the right to submit the dispute to the 
court.    
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PENDAHULUAN 

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. 
Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, 
dan harkat diri seseorang. Di sisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum 
terhadap hak atas tanah itu walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh 
kepentingan orang lain, masyarakat dan negara.. 

 Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 
(dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, 
kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di 
luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang 
belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah 
baru, lambat dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan 
menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang bersifat “win-win solution” dihindari dari 
kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan 
administratif, menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga 
hubungan baik. 

Tidak semua masalah harus diselesaikan lewat persidangan atau pengadilan. 
Saat ini telah lahir penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu Alternative Dispute 
Resolution (selanjutnya disebut dengan ADR), salah satunya dengan menggunakan 
mediasi di mana keberpihakan seorang mediator tidak terjadi dalam persoalan mediasi. 
Hal mana telah diatur secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah. 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh informasi bahwa di Desa Patila 
Kabupaten Wajo sering mengalami sengketa tanah mulai dari sertifikat ganda, masalah 
batas tanah, dan sebagainya. Oleh karena itu dilakukan pendekatan menggunakan 
metode sosialisasi sengketa tanah pada masyarakat tersebut. 

METODE  
Dalam penelitian pengabdian kepada masyarakat dalam Sosialisasi Penyelesaian 

Sengketa Tanah Melalui Litigasi dan Non Litigasi di Desa Patila berdasarkan dari hasil 
observasi KKL-P posko III Desa Patila Kabupaten Wajo yang beranggotakan 7 orang. 
yang dilaksanakan pada hari Kamis 01 Agustus 2024, jam13.00 di Aula Kantor Desa 
Patila yang diikuti oleh 35 orang masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan. 

Sosialisasi dilakukan dengan pemaparan materi di sesi awal dengan 
mengundang narasumber dari dosen Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi 
Lamaddukelleng, Ibu Dewi Wahyuni Mustafa, S.H., M.H.  

Setelah pemaparan materi dilakukan tanya-jawab untuk memberikan solusi 
setiap permasalahan yang ada.    

PEMBAHASAN 

Pengertian Sengketa Tanah 
Sebelum menjabarkan apa pengertian sengketa tanah, perlu di mengerti dahulu 

apa yang dimaksud dengan sengketa. Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan, 
Pertikaian, perselisihan, Perkara (dalam pengadilan).  

Menurut Rahmadi konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana 
orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-
perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.  
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Sengketa bisa terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan 
kelompok, atau kelompok dengan kelompok, atau individu dengan lembaga atau 
instansi, atau lembaga dengan lembaga ataupun kelompok dengan lembaga yang 
mempunyai perbedaan pendapat tentang suatu objek yang sama sehingga 
menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa. Sengketa banyak 
macamnya namun yang menjadi fokus bahasan kita adalah sengketa tanah. 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian 
Kasus Pertanahan, Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disebut Sengketa adalah 
perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak 
berdampak luas. Secara singkat, masyarakat umumnya mengenal sengketa merupakan 
permasalahan kepemilikan antar dua pihak, yang umumnya terjadi karena kedua pihak 
mengklaim kepemilikan atas suatu tanah. 

Penyebab Sengketa Tanah 
Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria 

sebenarnya termaktub satu ketentuan akan adanya jaminan bagi setiap warga negara 
untuk memiliki tanah serta mendapat manfaat dari hasilnya (pasal 9 ayat 2). Jika 
mengacu pada ketentuan itu dan juga merujuk pada PP No. 24/1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (terutama pasal 2) Badan Pertanahan Nasional (BPN) seharusnya 
dapat menerbitkan dokumen legal (sertifikat) yang dibutuhkan oleh setiap warga 
negara dengan mekanisme yang mudah, terlebih lagi jika warga negara yang 
bersangkutan sebelumnya telah memiliki bukti lama atas hak tanah mereka. Namun 
sangat disayangkan pembuktian dokumen legal melalui sertifikasi pun ternyata bukan 
solusi yang terbaik dalam kasus sengketa tanah. Seringkali sebidang tanah bersertifikat 
lebih dari satu, bahkan pada beberapa kasus, sertifikat yang telah diterbitkan pun 
kemudian bisa dianggap aspro (asli tapi salah prosedur). Dari hal tersebut setidaknya 
ada 3 (tiga) faktor penyebab sering munculnya masalah sengketa tanah, di antaranya 
yaitu: 1) Sistem administrasi pertanahan, terutama dalam hal sertifikasi tanah, yang 
tidak beres. Masalah ini muncul boleh jadi karena sistem administrasi yang lemah dan 
mungkin pula karena banyaknya oknum yang pandai memainkan celah-celah hukum 
yang lemah. 2) Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Munculnya 
Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian 
maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis 
maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani atau penggarap 
tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari 
kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik. 3) Legalitas 
kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa 
memperhatikan produktivitas tanah.  

Akibatnya, secara legal (de jure), boleh jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki 
oleh perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari para 
petani atau pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja. 
Ironisnya ketika masyarakat miskin mencoba memanfaatkan lahan terlantar tersebut 
dengan menggarapnya, bahkan ada yang sampai puluhan tahun, dengan gampangnya 
mereka dikalahkan haknya di pengadilan tatkala muncul sengketa. Ketetapan MPR No. 
IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Keppres No. 34 Tahun 2003 
tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan, pada dasarnya memberikan 



S o s i a l i s a s i  P e n y e l e s a i a n  S e n g k e t a  T a n a h  M e l a l u i  L i t i g a s i  d a n  
N o n  L i t i g a s i  d i  D e s a  P a t i l a  

 

 
42 | Compile Journal of Society Service  Vol. 2 No. 1, September 2024, 39-46 

kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk menuntaskan masalah-
masalah agraria. Sudah selayaknya terlepas dari berbagai kekurangan yang tersimpan 
dalam instrumen hukum itu jika kewenangan tersebut dimplementasikan, dengan 
prinsip yang tidak melawan hukum. 

Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi.  
Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan 

melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut 
akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. 
Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan 
Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi. Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas 
pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa 
yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.  

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan 
mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum 
dengan posisi para pihak menang atau kalah (win and lose position), dan dapat 
dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan 
isi putusan pengadilan (eksekusi).  

Oleh Sudikno Mertokusumo dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai 
tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara 
litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan 
pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. 

Kekuatan mengikat. Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, artinya 
putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam 
perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan hakim tersebut. 
Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diubah, 
sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan upaya hukum yang luar 
biasa (peninjauan kembali atau request civil).Terikatnya para pihak pada putusan hakim 
itu, baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif, yakni apa yang 
telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (res judicata pro veritate habetur). 
Mengikat dalam arti negatif, yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah 
diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama 
(nebis in idem).  

Kekuatan pembuktian. Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian, artinya 
dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung 
dalam putusan itu. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang 
merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti 
bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, 
peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya, dan untuk pelaksanaan putusan.  

Kekuatan eksekutorial. Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, 
artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau 
perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi 
pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu 
putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidk dapat 
direalisasikan atau dilaksanakan.Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak 
dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai 
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kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam 
putusan hakim itu secara paksa oleh alat-alat negara. 

Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi 
Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi Penyelesaian 

sengketa bisa dilaksanakan melalui proses litigasi maupun proses non-litigasi. 
Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa 
melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses 
penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan 
alternatif penyelesaian sengketa. 

Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa non-litugasi, salah satunya ialah 
melalui Mediasi. Ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI 
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Selanjutnya disebut 
dengan PERMA No. 1/2016) yang merupakan pengganti Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2008. Dalam penyelesaian sengketa, proses mediasi wajib dilakukan 
terlebih dahulu. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi, penyelesaian sengketa 
tersebut melanggar ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang 
mengakibatkan putusan batal demi hukum. 

Menurut PERMA No. 1/2016, mediasi merupakan cara menyelesaian sengketa 
melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 
dibantu oleh Mediator. Sifat dari proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para 
pihak menghendaki lain. Hal-hal yang perlu diketahui dalam mediasi dijelaskan sebagai 
berikut: 

Biaya-biaya dalam Mediasi. Terdapat beberapa biaya yang ada pada penyelesaian 
melalui jalur mediasi, antara lain: 1) Biaya jasa mediator di mana mediator Hakim dan  
pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Namun biaya jasa mediator non hakim dan 
bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para 
pihak. 2) Biaya pemanggilan para pihak. Biaya pemanggilan para pihak untuk 
menghadiri proses mediasi terlebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat 
melalui uang panjar biaya perkara. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, 
biaya pemanggilan ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan, biaya pemanggilan 
para pihak dalam proses mediasi dibebankan kepada pihak yang oleh hakim dihukum 
membayar biaya perkara. 3) Biaya lain-lain. Biaya lain-lain dalam proses penyelesaian 
sengketa melalui jalur mediasi dibebankan sesuai kesepakatan para pihak. 

Jenis Perkara yang Dapat Diselesaikan Dengan Proses Mediasi. Perkara atau 
sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan 
penyelesaian melalui Mediasi, terkecuali hal-hal lain di antaranya: 
1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu 

penyelesaiannya meliputi antara lain: 
a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga. 
b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial; 
c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 
e. permohonan pembatalan putusan arbitrase; 
f. keberatan atas putusan Komisi Informasi 
g. penyelesaian perselisihan partai politik; 
h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan 
i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu 

penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat 
yang telah dipanggil secara patut; 

3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara 
(intervensi); 

4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan 
perkawinan; 

5. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar 
Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di 
Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang 
ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat. 

Tahap Pramediasi. Sebelum memasuki proses mediasi, terlebih dahulu dilakukan 
tahap pramediasi dengan tahapan 1) Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para 
pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. 2) Ketidakhadiran 
pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. 3) Hakim, melalui kuasa 
hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan 
langsung atau aktif dalam proses mediasi. 4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban 
mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. 5) 
Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan 
kepada para pihak menempuh proses mediasi. 6) Hakim wajib menjelaskan prosedur 
mediasi dalam PERMA ini kepada para pihak yang bersengketa. 

Tahap-tahap Proses Mediasi. Proses mediasi dilaksanakan dengan tahap-tahap 
sebagai 1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk 
mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara 
kepada satu sama lain dan kepada mediator. 2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari 
kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat 
menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. 3) Proses mediasi 
berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para 
pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim dan berdasarkan kesepakatan para pihak, 
jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari 
kerja.Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara. 
4) Jika diperlukan dan atas kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara 
jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi 
 

 
Gambar 1. Penyuluhan 
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Gambar 2. Peserta Penyuluhan 

 

 
Gambar 3. Foto Bersama  

SIMPULAN 

Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) 
proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian 
berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar 
pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang 
belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah 
baru, lambat dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan 
menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang bersifat “win-win solution” dihindari dari 
kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan 
administratif, menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga 
hubungan baik. 

Tidak semua masalah harus diselesaikan lewat persidangan atau pengadilan. 
Saat ini telah lahir penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu Alternative Dispute 
Resolution (ADR), salah satunya dengan menggunakan mediasi di mana keberpihakan 
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seorang mediator tidak terjadi dalam persoalan mediasi. Hal mana telah diatur secara 
implisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa Tanah.  
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